
 
 

 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR      15      TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa   dengan   berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981   tentang  Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4287); 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4444); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4966); 
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  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5015); 

  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5025); 

  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun  
2011 ; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 
tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit 
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); 

  24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang 
Terminal Transportasi Jalan; 
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  25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C);  

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI 
JASA USAHA. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 

  2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

  3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

  4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

  5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

  6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

  7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
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  8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan sektor swasta. 

  9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut 
prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan. 

  10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 

  11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah 
Kabupaten. 

  12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan kabupaten yang berwujud yang 
dimiliki dan atau dikuasai kabupaten, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan 
tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan 
dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. 

  13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah,  yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian, penggunaan, 
dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah. 

  14. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada orang/badan/ 
perusahaan angkutan barang yang akan melalui jalan-jalan tertentu yang 
dilarang dilalui untuk truck kelas II, tronton, gandengan, dan tempelan. 

  15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi terminal 
angkutan penumpang dan terminal angkutan barang untuk keperluan 
memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur 
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan 
salah satu wujud simpul jaringan transportasi. 

  16. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar 
modal transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum. 

  17. Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan membongkar dan 
memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi. 

  18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

  19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri dari 
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 

  20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. 

  21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. 

  22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima 
ratus kilogram). 

  23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi 
atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 

  24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk 
dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

  25. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 
bersifat sementara. 
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  26. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal 
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan 
penumpang. 

  27. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal 
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan 
penumpang. 

  28. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal 
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan 
siap menuju jalur pemberangkatan. 

  29. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang 
disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara 
dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. 

  30. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan 
bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang. 

  31. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di 
dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan 
melakukan perjalanan. 

  32. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau 
pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi penumpang yang 
akan melakukan perjalanan. 

  33. Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya 
yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa 
pemakaian terminal penumpang. 

  34. Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang 
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas jasa 
pemakaian terminal barang. 

  35. Landasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan 
bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 

  36. Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menaikkan penumpang, perpindahan intra/antar moda transportasi serta 
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 

  37. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain 
dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang 
berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil 
bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

  38. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 
dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek. 

  39. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, 
pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang 
dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten atau swasta. 

  40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain tertentu 
digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi 
masyarakat luas. 

  41. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan yang 
dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang melaksanakan 
pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik 
Pemerintah Kabupaten atau swasta. 

  42. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan yang 
dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang atau badan dan atau 
kendaraan serta perlengkapan wisata yang dibawa masuk ke tempat 
rekreasi dan/atau Olahraga. 

  43. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan 
sebagai wisata /rekreasi dan/atau Olahraga bagi masyarakat umum. 

   


